
GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah
Daerah kepada masyarakat periu didukung dengan
tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah yang sah,
salah satunya melalui sumbangan pihak ketiga kepada
daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf X Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teloris Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem
dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Gubernur tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
tr12,5 I-Ind-a,ng Nomor 2l Tahun 2OOt tentatg Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Menimbang:

Mengingat:
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Per'':bahan Kedua Atas Ltndang-Undarrg Nornor 12 Tahun
2AIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Talrun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
/l.emharan Nesara Renrrhlik Indonesia Tahrrn 202.3 Nomor
41, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia
Nnrnnr 6R(51'

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tamtrahan Icmbaran Negara Reprrblik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 1.58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8.Undang-Undang ..../3



Menetapkan:

-3-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tenta ng
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 673O);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengeloiaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaal
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2O2O

tentang Pedoman Telo:is Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KE.TIGA KEPADA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tenga-L.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua

Tengah.
3. Gubernur iaiah Gubernur Papua Tengah.
4. Kas Daerah, selanju'rnya disebut Kasda adalah Kas

Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang tidak

terikat domisili, asal usul dan kewarganegarzrannya.
6. Srrmbangan .../4



6

-4-

Sumbalgal Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah
pemberian pihak ketiga kepada daerah sebagai wujud
kepedulian terhadap pembangunan daerah, yang
diberikan secara sukareia, iklas dan tidak mengikat baik
berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat
disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik
dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak
yang peroiehannya tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan koman<iiter, perseroarl
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, frrma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
Persekutuan, bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dal-, bentuk usafia tetap.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ytrrg
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

DAD TT

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga diselenggarakan berdasarkan
prinsip sebagai berikut:
a. sukarela, iklas dan tidak mengikat;
b. sederhana dan transparan;
c. tidak ada kontra prestasi;
d. dimanfaatkan untuk pembangr-rnal Daerah;
e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ; dan
f. tidak mengurangi kewajiban kepada Daerah yang

ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
ORIEK DAN SUB.JEK

Pasal 3

Objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan atau
pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang serta lain-
lain penerimaan yang diberikan oleh pihak ketiga.
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Pasal 4

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah oralg pribadi atau
badan yang memberikan sumbangan atau pemberian dalam
bentuk uang dan/atau barang serta lain-lain penerimaan
yang diberikan kepada Daerah.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN

DARI PIHAK KETIGA

Pasal 5
(i) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan

menyampaikan usulan kepada Pemerintah Provinsi.
A Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

verifrkasi oleh Pemerintah Provinsi dan dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima.

(3) Penerimaan sumbangane Pihak Ketiga dalane bentuk
uang atau yang disamakal dengan uang disetorkan ke
Kas Daerah dalam bentuk bruto pada Rekening l,ain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah.

(4) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima setiap tahun
A:^-^t.-*l-^^ l^l^ 

- 
  DErn

(5) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan
pembangunan daerah guna kepentingan masyarakat.

poaal 6

(1) Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
dalam bentuk barang diserahkan kepada Pejabat
Pemerintah Provinsi yang ditunjuk.

(21 Hasi-l penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam
bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah
Provinsi.

(3) Barang yang telah dicatat dalam daftar inventaris barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai
ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Pasa-l 7

Penatausahaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuat
dalam bentuk dan format dokumen penerimaan.

BAts v ......i 6
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BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasai 8

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Ql Pengawasan atas pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk.

(3) Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dilaporkan
dalam Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Gubemur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur fuf dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni2O24

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Jutn2o24

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002 t2 tOO2


